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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 37 TAHUN 2015
===============================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA  MANDIRI AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH

DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang
:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Lembaga Mandiri Akreditasi Sekolah/Madrasah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Mandiri Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor   48   Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara    Republik Indonesia  tahun  2008  Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal:
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor   19        Tahun        2011        tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar  di  Pos Pelayanan Terpadu  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA MANDIRI AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH DI KABUPATEN TABANAN.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut        BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
12. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut     BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri di Provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi.
13. Sekolah/ Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), raudhatul atfal (RA), sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), dan sekolah luar biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat.
14. Sekolah luar biasa (SLB) adalah taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
15. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
16. Badan pengelola adalah Lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bebentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sedrajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pengawas Pendidikan Dasar selanjutnya disebut Pengawas SD/TK Kabupaten Tabanan adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak   program   pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur non formal dan Informal.
19. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sedrajat.

20. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, social dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

21. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

22. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

23. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Tabanan.

24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.

25. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

29. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, jaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

30. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

32. Standar pendidikan adalah kreteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di daerah.

33. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

34. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen system pendidikan pada satuan/ program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

35. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
36. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan ponyelenggaraan sitem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat belangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

37. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran efektif, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
38. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

39. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

40. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

41. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tabanan, penduduk luar Kabupaten Tabanan, dan warga Negara asing yang tinggal di Kabupaten Tabanan.

42. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II

BADAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 2

(1) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimasud Pasal 1, pemerintah membentuk BAN-S/M;
(2) BAN-S/M merupakan Badan Non Struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal 3

(1) BAN-S/M memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.
(2) Keanggotaan BAN-S/M berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang.
(3) Ketua dan sekretaris BAN-S/M dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 4

(1) Anggota BAN-S/M terdiri atas ahli-ahli dibidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan masyarakat pendidikan, yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
(2) Pemilihan BAN-S/M dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
(3) Keanggotaan BAN-S/M ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 5

(1) BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasioanal, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:
a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/ madrasah;
b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/ madarasah;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/ madasah;
d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah;
e. memberikan rekomendasi tentang tindaklanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah;
f. mengumumkan hasil akreditasi; dan
g. melaporkan hasil akreditasi kepada dinas pendidikan.
(3) Dalam menjalankan tugas BAN-S/M dapat mengangkat tim ahli, dan tim asesor sesuai kebutuhan.
Pasal 6
(1) Pelaksanakan akrditasi pada sekolah/ madrasah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun apabila sekolah/ madrasah yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang.
Pasal 7
(1) Untuk mendukung kegiatan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari pemerintah daerah.
(2) BAN-S/M mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target-target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Bupati.
Pasal 8
Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
BAN-S/M dapat mencabut dan menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

a. program studi atau satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
b. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan kelayakannya.
Pasal 10
Dinas Pendidikan Kabupaten, kantor departemen agama, dan penyelenggara sekolah/madrasah melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11
(1) masyarakat dapat melakukan akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah  dengan membentuk lembaga akreditasi sekolah/madrasah yang bersifat mandiri.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus.
a. berbadan hukum Indonesia;
b. bersifat nirlaba;
c. memiliki tenaga ahli di bidang evaluasi pendidikan; dan
d. memperoleh ijin Bupati.
(3) Hasil akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi sekolah/madrasah yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI TABANAN,

          TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN




TTD
         I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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